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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA 
ANTARA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

. DENG;AN 
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

I 
Nomor: 120 - 9 - 2013 
Nomor :, 120 - 9 - 2013 

Tanggal ~O NOVEMBER 2013 

.TENTANG 

RANCANGAN PE~TURAN DAERAH TENTANG 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua 
Ribu Tiga Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang Utama Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda 
tangan di bawah ini: 

1. a.Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor i 

Ir. H. YULTEKHNIL, MM 
KETUA DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 
JI. Khatib Sulaiman ~o.87 Padang 

b.Nama 
Jabatan 

H. LEONARDY HARMAINY, S.IP, MH DT. BANDARO BASA 
WAKIL KETUA DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 

Alamat Kantor : 

c.Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor : 

JI. Khatib Sulaiman No.87 Padang 
I . . . 

H. M. ASLI CHAIDIR, SH 
WAKIL KET~A DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 
Jl. Khatib Suilaiman No.87 Padang 

d. Narna H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT 
Jabatan' WAKIL KETUA DPRD PROVINS! SUMAT:ERA BARAT 
Alamat Kantor : JI. Khatib Sulaiman No.87 Padang 

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

2. Nama 
Jabatan 
Alamat Kantor 

IRWAN PRAYITNO 
GUBERNUR SUMATERA BARAT 
JI. Jenderal Sudirman No.51 Padang 
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Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat, berdasarkar;,. : 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun ;1958 tentang Penetapan Undang­
Undang Drulurat Nomor 19 Tatjun 1957 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan 

1 Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 112, ; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 5 :Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 N~mor 491, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); ; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Inqonesia Tahun 2004 Nomor 3'.2, . 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nam.or 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomot 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repul;>lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59; Tambahjan Lembaran Negara ~epublik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-undang Nomor 26 Tahttn 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 32 ~ahun ,2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan, Hidup' (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); i · 

7. Undang-Undang Nomor 4~ Tahun 2009 tentang Perlindungan Lapan· 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Repu'blik 
Indortesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lem.baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258); 

8. Peraturan Pe.merintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4161 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 

• I 

11. Peraturan Pezjnerintah Nomor 38 ]I'ahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Letnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Ind<;mesia:Nomor 4737 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penan~langan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun I 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4828); · ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4858);. 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ( 
Lembaran Negara Repulblik Indonesia Tahun 2008 Norn.or 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 

I 

16. Peraturan Peplerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan ( 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor · 45, 

1 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117); 

17. Peraturan Pemerintah Nompr 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan 
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan ;Berkelanjutan (Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5185); · 

18. Peraturan Pemerintah Nqmor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Repub~ik Indonesia Tahun 2011 Nomor ·74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); ' 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelola.art 
Daerah Aliran Sungai (Lembaran :Negara Republik Indonesia Tahun · 
2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5292); 

20. Peraturan Presiden Nomor 33 ,Tahun 2011 tentang Kebijakan 
Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; 

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Um.um Nomor 06/PRT/M/2011 tentang 
Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Iriga:si; I 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup; 
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Dewan Perwakilan Rakyat J Daerah ProYi;nsi Sumatera Barat dan 
I 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan 
i 

pem bahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pengelolaan 

, S-umber Daya Air rµelalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur. 

pada Peraturan Perundang-undangan. 

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana terlampir, kami setujui 
I , 

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
I 

sesuai · dengan kete:r-tuan peraturan pe~f dang,-undangan. 

N~ta Persetujuart bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, 

bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan 

Bersama ini. 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Padang, 20 November 2013 
' 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERA~ 1, _,,.. - ROVINSI SUMATERA BARAT 'f, 
KETUA, I 

NIL, MM 
WAKILKETUA 

, --~. '"allli-r._ __ _ 

. M. ASLI CHAIDIR, SH 

WAKILKET~A . 
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